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Pada tahun 2021 pemerintah bersama lembaga legislatif memberikan angin
segar untuk mengatasi berbagai persoalan baik persoalan adat maupun persoalan
pembangunan di Provinsi Papua yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua. Meskipun tujuan pokok adanya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua adalah untuk
mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan Provinsi Papua,
namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada tahun 2023 Indeks
Pembangunan Manusia di Provinsi Papua masih dalam urutan terakhir yaitu
dengan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,01 Persen.Berdasarkan latar
belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian tentang “Relevansi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana relevansi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua? 2) Bagaimana implikasi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach). Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
menggunakan studi pustaka.

Hasil peneliti ini yaitu 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan undang-
undang yang relevan karena selaras dan tidak bertolak belakang dengan hukum
adat Papua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945. 2)Implikasi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua yaitu terakomodirnya hukum adat Papua sehingga dalam
penegakan hukum adat di masyarakat memiliki kepastian hukum, adanya
perlindungan terhadap hak dasar Orang Asli Papua dan adanya peningkatan
kesejahteraan sosial yang dibuktikan dengan peningkatan yang cukup pesat
terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua.
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In 2021, the government together with the legislative body will provide
fresh air to overcome various problems, both customary issues and development
issues in Papua Province, namely by issuing Law of the Republic of Indonesia
Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua Province. Even
though the main objective of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021
concerning Special Autonomy for Papua Province is to accelerate development
and improve the welfare of Papua Province, based on data from the Indonesian
Central Statistics Agency in 2023, the Human Development Index in Papua
Province is still in last place, namely with a Human Development Index of 63.01
Percent. Based on this background, the researchers took the research title "The
Relevance of Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua
Province".

The formulation of the problem in this research is 1) What is the relevance
of Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2021 concerning Special
Autonomy for Papua Province? 2) What are the implications of Law of the
Republic of Indonesia Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua
Province?

This research uses normative legal research methods. The research approach
used in this research is the statutory approach (Statute Approach). The primary
legal material in this research is Law of the Republic of Indonesia Number 2 of
2021 concerning Special Autonomy for the Province of Papua. The data collection
technique in this research is using library research.

The results of this researcher are 1) Law of the Republic of Indonesia
Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua Province is a relevant
law because it is in harmony with and does not contradict Papuan customary law,
Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2014 concerning Regional
Government and the 1945 Constitution. 2) The implications of Law of the
Republic of Indonesia Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for the
Province of Papua, namely the accommodation of Papuan customary law so that
in enforcing customary law in the community there is legal certainty, there is
protection of the basic rights of Indigenous Papuans and there is an increase in
social welfare as evidenced by the quite rapid increase in the Human
Development Index in Papua Province.
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